
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1994

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan

usaha dilakukan oleh Koperasi, dipandang perlu untuk memberikan

status badan hukum kepada badan usaha Koperasi dengan pengesahan

akta pendiriannya oleh Pemerintah;

b. bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi dalam dunia usaha,

terbuka kemungkinan bagi Koperasi untuk melakukan perubahan

tertentu terhadap anggaran dasarnya yang memerlukan pengesahan

oleh Pemerintah;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b serta sesuai

dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian, dipandang perlu mengatur persyaratan dan tata cara

pengesahan atas akta pendirian dan perubahan anggaran dasar

Koperasi dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3502;

MEMUTUSKAN :…
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA

PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh

para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, dan memuat

anggaran dasar Koperasi;

2. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat

keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

3. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawab

meliputi koperasi dan pembinaan pengusaha kecil.

Pasal 2

(1) Menteri berwenang memberikan pengesahan terhadap akta

pendirian Koperasi dan pengesahan terhadap perubahan atas

anggaran dasar Koperasi, serta melakukan penolakan

pengesahannya.

(2) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), Menteri dapat menunjuk pejabat.

BAB II…
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BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 3

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya

disahkan Menteri.

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian Koperasi,

para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan

pengesahan secara tertulis kepada Menteri.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan

melampirkan :

a. dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai

cukup;

b. berita acara rapat pembentukan Koperasi, termasuk pemberian

kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;

c. surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar

simpanan pokok;

d. rencana awal kegiatan usaha Koperasi.

Pasal 5…
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Pasal 5

Apabila permintaan pengesahan atas akta pendirian Koperasi telah

dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

kepada pendiri atau kuasanya diberikan tanda terima.

Pasal 6

(1) Menteri memberikan pengesahan terhadap akta pendirian Koperasi,

apabila ternyata setelah diadakan penelitian anggaran dasar

Koperasi:

a. tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun

1992 tentang Perkoperasian; dan

b. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

(2) Pengesahan atas akta pendirian Koperasi ditetapkan dengan

keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama tiga bulan

terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

(3) Surat keputusan pengesahan dan akta pendirian Koperasi yang telah

mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pendiri

atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama

tujuh hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

Pasal 7

(1) Dalam hal permintaan pengesahan atas akta pendirian Koperasi

ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas

permintaan disampaikan secara tertulis kepada pendiri atau

kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tiga

bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara

lengkap.

(2) Terhadap...
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(2) Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau

kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta

pendirian Koperasi dalam waktu paling lama satu bulan terhitung

sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.

(3) Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis dengan

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2).

(4) Terhadap pengajuan permintaan ulang yang telah memenuhi

ketentuan dalam ayat (2) dan (3), Menteri memberikan tanda terima

kepada pendiri atau kuasanya.

Pasal 8

(1) Menteri memberikan keputusan terhadap permintaan ulang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam jangka waktu

paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya permintaan

ulang pengesahan secara lengkap.

(2) Dalam hal pengesahan atas akta pendirian Koperasi diberikan,

Menteri menyampaikan surat keputusan pengesahan dan akta

pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan

kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka

waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan pengesahan

ditetapkan.

(3) Dalam hal permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian

Koperasi ditolak, Menteri menyampaikan keputusan penolakan

serta alasannya kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat

dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak

keputusan penolakan ditetapkan.


